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Penelitian ini menganalisis pengaruh implementasi E-Kinerja dan kompetensi digital 
terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Polda Sumatera Barat dengan rekognisi atasan 
sebagai variabel moderator. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
desain explanatory research. Seluruh populasi sebanyak 176 PNS dijadikan sampel melalui 
teknik total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan 
dianalisis dengan Partial Least Squares Structural Equation Modeling menggunakan 
SmartPLS 4. Hasil menunjukkan bahwa implementasi E-Kinerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja PNS (β=0,373; p<0,001), sedangkan kompetensi digital 
memberikan pengaruh positif dan signifikan yang lebih kuat (β=0,491; p<0,001). 
Rekognisi atasan tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kinerja 
(β=0,083; p=0,077). Namun, rekognisi atasan memperkuat pengaruh implementasi E-
Kinerja terhadap kinerja (β=0,133; p=0,020). Sebaliknya, interaksi rekognisi atasan dan 
kompetensi digital signifikan tetapi berarah negatif (β=-0,281; p<0,001), sehingga 
rekognisi memperlemah pengaruh marginal kompetensi digital terhadap kinerja. Model 
menjelaskan 79,7% variasi kinerja PNS. Temuan menegaskan bahwa kompetensi digital 
merupakan prediktor langsung utama, sedangkan rekognisi atasan lebih berfungsi 
sebagai kondisi kontekstual yang mengubah kekuatan hubungan sumber daya digital 
dengan kinerja. 
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 This study analyzes the effects of E-Performance implementation and digital competence on the 
performance of civil servants at the West Sumatra Regional Police, with supervisor recognition as 
a moderating variable. A quantitative explanatory research design was employed. The entire 
population of 176 civil servants was included through total sampling. Data were collected using 
a Likert-scale questionnaire and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation 
Modeling with SmartPLS 4. The results show that E-Performance implementation has a positive 
and significant effect on civil servant performance (β=0.373; p<0.001), while digital competence 
has a stronger positive and significant effect (β=0.491; p<0.001). Supervisor recognition has no 
significant direct effect on performance (β=0.083; p=0.077). However, supervisor recognition 
strengthens the effect of E-Performance implementation on performance (β=0.133; p=0.020). In 
contrast, the interaction between supervisor recognition and digital competence is significant but 
negative (β=-0.281; p<0.001), indicating that recognition attenuates the marginal effect of digital 
competence on performance. The model explains 79.7% of the variance in civil servant 
performance. These findings indicate that digital competence is the strongest direct predictor, 
whereas supervisor recognition primarily acts as a contextual condition that changes the strength 
of digital-resource effects on performance. 
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Pendahuluan 
Transformasi digital sektor publik mendorong perubahan pengelolaan kinerja aparatur dari 

proses administratif konvensional menuju sistem yang lebih terukur, akuntabel, dan berbasis data. 
Di Indonesia, pengelolaan kinerja PNS diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
2019 dan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022. Salah satu wujud transformasi tersebut adalah 
penerapan E-Kinerja untuk mendukung penyusunan sasaran kerja, pemantauan realisasi, 
dokumentasi capaian, dan evaluasi kinerja secara elektronik. Namun, keberadaan sistem digital 
tidak otomatis menghasilkan peningkatan kinerja karena manfaatnya bergantung pada kualitas 
implementasi sistem dan kemampuan pengguna memanfaatkan teknologi. 

Dalam perspektif kesuksesan sistem informasi, kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas 
layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih merupakan elemen penting 
keberhasilan sistem (DeLone & McLean, 1992, 2003; PeRer et al., 2008). Task-Technology Fit juga 
menegaskan bahwa teknologi akan memberikan dampak pada kinerja ketika fungsi teknologi sesuai 
dengan kebutuhan tugas pengguna (Goodhue & Thompson, 1995). Dengan demikian, E-Kinerja 
perlu dipahami bukan sekadar sebagai aplikasi administrasi, tetapi sebagai infrastruktur 
manajemen kinerja yang harus mudah digunakan, andal, informatif, didukung layanan yang 
memadai, dan memberikan manfaat terhadap pekerjaan. 

Keberhasilan digitalisasi birokrasi juga sangat dipengaruhi kompetensi digital pegawai. 
Kompetensi digital mencakup kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi, mengelola data, 
berkomunikasi dan berkolaborasi secara digital, membuat konten, menjaga keamanan, serta 
memecahkan masalah berbasis teknologi (Ilomäki et al., 2016; Carretero et al., 2017; Vuorikari et al., 
2022). Dalam konteks organisasi, kompetensi pegawai menjadi komponen penting transformasi 
digital karena teknologi yang tersedia hanya menghasilkan nilai ketika pengguna mampu 
mengoperasikannya secara efektif (Blanka et al., 2022; van Laar et al., 2017). 

Di lingkungan organisasi yang hierarkis seperti kepolisian, faktor sosial-organisasional juga 
relevan. Rekognisi atasan berupa pengakuan, apresiasi, umpan balik positif, dan penghargaan 
terhadap kontribusi dapat memberikan sumber daya sosial bagi pegawai (Brun & Dugas, 2008; 
Bradler et al., 2016). Literatur perceived supervisor support menunjukkan bahwa atasan berperan 
dalam membentuk persepsi pegawai bahwa kontribusinya dihargai dan diperhatikan (Eisenberger 
et al., 2002; Shanock & Eisenberger, 2006). Oleh karena itu, rekognisi atasan berpotensi tidak hanya 
berpengaruh langsung terhadap kinerja, tetapi juga mengubah kekuatan hubungan antara sumber 
daya digital dan kinerja. 

Penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi sistem informasi, kompetensi 
digital, kinerja, dan dukungan atasan secara terpisah. Belum banyak penelitian yang 
mengintegrasikan implementasi E-Kinerja, kompetensi digital, dan rekognisi atasan dalam satu 
model, terutama dengan menempatkan rekognisi atasan sebagai moderator pada dua hubungan 
struktural sekaligus. Kesenjangan tersebut menjadi relevan pada PNS Polda Sumatera Barat yang 
berjumlah 176 orang dan tersebar pada 27 satuan kerja, dengan karakteristik pekerjaan dan 
intensitas penggunaan teknologi yang beragam. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Implementasi E-Kinerja dan Kompetensi 
Digital terhadap Kinerja PNS di Polda Sumatera Barat, menguji pengaruh langsung Rekognisi 
Atasan, serta menguji apakah Rekognisi Atasan memoderasi pengaruh Implementasi E-Kinerja dan 
Kompetensi Digital terhadap Kinerja PNS. Kontribusi penelitian terletak pada integrasi faktor 
teknologi, kapasitas individual, dan kondisi sosial-organisasional dalam satu model empiris kinerja 
pegawai sektor publik. 
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Metode Penelitian 
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research. Lokasi 

penelitian adalah Polda Sumatera Barat. Populasi penelitian mencakup seluruh PNS yang bertugas 
di lingkungan Polda Sumatera Barat sebanyak 176 orang yang tersebar pada 27 satuan kerja. Karena 
jumlah populasi terbatas dan seluruh anggota populasi relevan dengan variabel penelitian, teknik 
yang digunakan adalah sampel jenuh atau total sampling, sehingga jumlah sampel sama dengan 
jumlah populasi, yaitu 176 responden. 

Data primer diperoleh melalui kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5. Implementasi E-
Kinerja (X1) diukur melalui kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan manfaat 
sistem. Kompetensi Digital (X2) mengacu pada kerangka DigComp yang mencakup literasi 
informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi digital, pembuatan dan pengelolaan konten digital, 
keamanan digital, serta pemecahan masalah digital. Rekognisi Atasan (Z) mencakup pengakuan 
terhadap kontribusi, apresiasi terhadap pencapaian, pengakuan terhadap kompetensi, umpan balik 
positif, dan penghargaan yang adil. Kinerja PNS (Y) secara konseptual mengacu pada task 
performance, contextual performance, dan counterproductive work behavior; representasi empiris 
model final mengikuti indikator yang memenuhi evaluasi model pengukuran. 

Analisis data menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling dengan 
SmartPLS 4. Evaluasi outer model mencakup outer loading, Average Variance Extracted, Cronbach's 
Alpha, rho_A, composite reliability, Heterotrait-Monotrait Ratio, dan cross loading. Evaluasi inner 
model mencakup Variance Inflation Factor, koefisien determinasi, effect size, koefisien jalur, dan 
signifikansi hubungan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui bootstrapping 5.000 subsamples, two-
tailed test, tingkat signifikansi 5%, dengan kriteria t-statistic >1,96, p-value <0,05, dan confidence 
interval 95% tidak melintasi nol. Efek moderasi diuji melalui interaksi X1×Z dan X2×Z terhadap Y. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Profil dan Karakteristik Responden 

Data penelitian ini berasal dari 176 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Polda Sumatera 
Barat yang mengisi kuesioner secara lengkap. Seluruh item instrumen menggunakan skala Likert 1–
5, dan setelah proses data cleaning tidak ditemukan missing value pada item konstruk yang 
digunakan pada analisis utama. 

Secara demografis, responden didominasi oleh perempuan (140 orang; 79,55%) dibandingkan 
laki-laki (36 orang; 20,45%), dan seluruh responden (100%) berstatus menikah. Berdasarkan usia, 
mayoritas berada pada rentang 41–50 tahun (82,95%), diikuti 31–40 tahun (8,52%), lebih dari 50 
tahun (5,68%), dan 20–30 tahun (2,84%). Dari sisi pendidikan, 61,93% responden berpendidikan 
Sarjana, diikuti SMA/SMK/MA (21,02%), Diploma (9,66%), dan Pascasarjana (7,39%). Mayoritas 
responden (86,93%) memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun, dan sebagian besar berpangkat 
Pembina Tingkat I/IV.b (77,27%). Profil ini menunjukkan bahwa responden secara umum memiliki 
pengalaman kerja yang matang, sehingga penilaian mereka terhadap keempat variabel penelitian 
didasarkan pada pengalaman kerja aktual yang cukup panjang. 

 
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif menggunakan nilai rata-rata dan Tingkat Capaian Responden (TCR = rata-
rata skor/5 × 100%), dengan kategori: 0–54,99% Tidak Baik; 55–64,99% Kurang Baik; 65–79,99% 
Cukup Baik; 80–89,99% Baik; dan 90–100% Sangat Baik. Untuk item negatif Kinerja PNS dilakukan 
reverse scoring agar arah interpretasi konsisten. Seluruh variabel utama berada pada kategori Baik, 
sebagaimana disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Statistik Deskriptif Konstruk Penelitian 
Variabel Mean SD TCR (%) Kategori 

Implementasi E-Kinerja (X1) 4,333 0,503 86,66 Baik 

Kompetensi Digital (X2) 4,426 0,468 88,52 Baik 

Rekognisi Atasan (Z) 4,253 0,659 85,07 Baik 

Kinerja PNS (Y) 4,032 0,521 80,64 Baik 

Sumber: Hasil pengolahan data primer (2025) 
 

Pada Implementasi E-Kinerja, TCR tertinggi terdapat pada fungsi kemudahan pelaporan 
capaian/bukti kerja (88,98%), sedangkan TCR terendah pada minimnya gangguan sistem (83,01%), 
yang mengindikasikan stabilitas sistem sebagai area yang masih perlu diperbaiki. Pada Kompetensi 
Digital, TCR tertinggi terdapat pada kehati-hatian membagikan data/dokumen dinas (90,46%; 
kategori Sangat Baik), sedangkan TCR terendah pada kemampuan mencari dan menilai keandalan 
informasi daring (85,34%). Pada Rekognisi Atasan, TCR tertinggi terdapat pada perasaan bahwa 
pengakuan atasan membuat kontribusi kerja dihargai (87,27%), sedangkan TCR terendah pada 
pengakuan langsung atas hasil kerja (82,96%). Pada Kinerja PNS, aspek positif berada pada kategori 
Baik hingga Sangat Baik (tertinggi pada perilaku proaktif mencari cara kerja lebih efektif, 91,25%), 
namun tiga kelompok item perilaku kontraproduktif (menunda pekerjaan, menghindari tugas sulit, 
dan kurang teliti) setelah reverse scoring berada pada kategori Kurang Baik (60,34%–63,07%). 
Temuan ini menunjukkan bahwa di balik capaian kinerja positif yang tinggi, masih terdapat area 
perilaku kerja yang memerlukan perhatian manajerial. 
 

Tabel 1. TCR Implementasi E-Kinerja (X1) per Kelompok Indikator 
Kelompok Indikator TCR (%) Kategori 

Mudah dipelajari dan digunakan 86,19 Baik 
Jarang mengalami gangguan saat digunakan 83,01 Baik 
Akses cepat saat dibutuhkan 84,26 Baik 
Informasi/rekap akurat 87,73 Baik 
Informasi relevan dengan tugas 88,01 Baik 
Informasi mudah dipahami 87,44 Baik 
Bantuan teknis saat ada kendala 85,17 Baik 
Panduan/SOP tersedia dan jelas 86,59 Baik 
Admin merespons kendala dengan baik 86,31 Baik 
Membantu rencana kerja lebih terarah 88,47 Baik 
Memudahkan pelaporan capaian/bukti kerja 88,98 Baik 
Penilaian kerja lebih transparan dan terukur 87,73 Baik 

 
Tabel 2. TCR Kompetensi Digital (X2) per Kelompok Indikator 

Kelompok Indikator TCR (%) Kategori 
Mencari informasi daring dan menilai keandalannya 85,34 Baik 
Mengelola file/data kerja secara rapi 89,43 Baik 
Mengolah data sederhana 89,15 Baik 
Menggunakan dokumen/spreadsheet/presentasi 88,47 Baik 
Menggunakan fitur E-Kinerja yang dibutuhkan 88,41 Baik 
Mempelajari fitur digital baru secara mandiri 86,59 Baik 
Berkomunikasi efektif melalui media digital 88,69 Baik 
Berbagi dokumen secara tertib dan aman 89,72 Baik 
Menjaga etika komunikasi digital 89,21 Baik 
Menerapkan keamanan akun/password/OTP 89,66 Baik 
Berhati-hati membagikan data/dokumen dinas 90,46 Sangat Baik 
Menangani kendala teknis ringan secara mandiri 87,16 Baik 
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Tabel 3. TCR Rekognisi Atasan (Z) per Kelompok Indikator 
Kelompok Indikator TCR (%) Kategori 

Apresiasi ketika menunjukkan kinerja baik 83,75 Baik 
Hasil kerja diakui langsung oleh atasan 82,96 Baik 
Pengakuan melalui penilaian/evaluasi 84,89 Baik 
Pengakuan berdasarkan kinerja nyata 84,89 Baik 
Pengakuan konsisten atas kinerja baik 86,08 Baik 
Memahami alasan pengakuan/penilaian 85,63 Baik 
Umpan balik membantu memperbaiki kerja 84,72 Baik 
Mendapat kepercayaan lebih atas hasil baik 85,46 Baik 
Pengakuan membuat kontribusi dihargai 87,27 Baik 

 
Tabel 4. TCR Kinerja PNS (Y) per Kelompok Indikator (Instrumen Awal) 

Kelompok Indikator TCR (%) Kategori 
Mencapai target kerja 89,66 Baik 
Hasil kerja memenuhi standar kualitas 90,57 Sangat Baik 
Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 88,75 Baik 
Membantu rekan demi kelancaran tugas 91,02 Sangat Baik 
Proaktif mencari cara agar pekerjaan efektif 91,25 Sangat Baik 
Menjalankan prosedur sesuai ketentuan 89,66 Baik 
Tidak menunda pekerjaan (reverse) 63,07 Kurang Baik 
Tidak menghindari tugas sulit (reverse) 61,48 Kurang Baik 
Ketelitian / tidak sering salah (reverse) 60,34 Kurang Baik 

Sumber: Hasil pengolahan data primer (2025).  
 
Item Y_13–Y_18 (baris reverse) digunakan pada analisis deskriptif instrumen awal, namun tidak 

dipertahankan pada model SEM final. 
 
Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Analisis inferensial menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-
SEM) dengan SmartPLS 4. Model final terdiri atas 22 indikator Implementasi E-Kinerja, 22 indikator 
Kompetensi Digital, 18 indikator Rekognisi Atasan, dan 10 indikator Kinerja PNS (total 72 
indikator), setelah proses refinement mengeluarkan indikator dengan cross-loading tidak memadai 
(X1_23, X1_24, X2_23, X2_24) serta indikator yang tidak dipertahankan pada konstruk Kinerja PNS 
(Y_04, Y_12, dan enam item perilaku kontraproduktif Y_13–Y_18). 

Uji convergent validity menunjukkan seluruh outer loading indikator final memadai, dengan 
nilai Average Variance Extracted (AVE) seluruh konstruk di atas ambang 0,50. Uji reliabilitas 
menunjukkan seluruh konstruk memiliki Cronbach's Alpha, rho_A, dan composite reliability 
(rho_C) di atas 0,70, sehingga konsistensi internal terpenuhi — meskipun nilai yang sangat tinggi 
(>0,95) mengindikasikan adanya kemiripan konten antarindikator yang dapat dievaluasi untuk 
efisiensi instrumen pada penelitian lanjutan. Uji discriminant validity melalui Heterotrait-Monotrait 
Ratio (HTMT) menunjukkan seluruh nilai di bawah ambang 0,90 (tertinggi pada X2–Y sebesar 
0,882), dan pemeriksaan cross-loading pada tingkat indikator mengonfirmasi tidak ada indikator 
yang memiliki loading lebih tinggi pada konstruk selain konstruk asalnya. 
 

Tabel .5 Ringkasan Validitas dan Reliabilitas Konstruk 
Konstruk AVE Cronbach's Alpha rho_C HTMT maks. Keputusan 

X1 Implementasi E-Kinerja 0,640 0,973 0,975 0,859 (vs X2) Valid & reliabel 
X2 Kompetensi Digital 0,723 0,981 0,983 0,882 (vs Y) Valid & reliabel 
Z Rekognisi Atasan 0,829 0,988 0,989 0,655 (vs X2) Valid & reliabel 
Y Kinerja PNS 0,773 0,965 0,971 0,882 (vs X2) Valid & reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 4 (2025) 
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Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 
Uji kolinearitas (Inner VIF) pada model final menunjukkan nilai X1→Y = 4,634; X2→Y = 5,284; 

Z→Y = 2,025; Z×X1→Y = 2,598; dan Z×X2→Y = 2,856. Nilai X2 sedikit melampaui batas praktis 5, 
namun kedua prediktor eksogen tetap dipertahankan karena memiliki dasar teoretis yang berbeda 
serta validitas diskriminan tetap terpenuhi; pengeluaran prediktor semata untuk menurunkan VIF 
berisiko mengubah spesifikasi teoretis model. 

Koefisien determinasi (R²) Kinerja PNS pada model tanpa efek moderasi sebesar 0,773 
(adjusted R² = 0,769), dan meningkat menjadi 0,797 (adjusted R² = 0,791) setelah dua efek interaksi 
dimasukkan. Artinya, model final mampu menjelaskan 79,7% variasi Kinerja PNS, sedangkan 20,3% 
sisanya dijelaskan faktor di luar model. Effect size (f²) menunjukkan Kompetensi Digital 
memberikan kontribusi sedang (0,225), Implementasi E-Kinerja kontribusi kecil mendekati sedang 
(0,148), Rekognisi Atasan kontribusi sangat kecil (0,017), sedangkan efek interaksi Z×X1 dan Z×X2 
masing-masing berkontribusi kecil (0,026 dan 0,104). 
 

Tabel 6. Koefisien Determinasi dan Effect Size 
Hubungan R² / f² Kategori 

R² Kinerja PNS (tanpa moderasi) 0,773 Kuat 
R² Kinerja PNS (dengan moderasi) 0,797 Kuat 
f² X1 → Y 0,148 Kecil, mendekati sedang 
f² X2 → Y 0,225 Sedang 
f² Z → Y 0,017 Sangat kecil 
f² Z×X1 → Y 0,026 Kecil 
f² Z×X2 → Y 0,104 Kecil 

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 4 (2025) 
 
Pengujian Hipotesis 

Pengujian signifikansi dilakukan melalui prosedur bootstrapping 5.000 subsamples, two-
tailed test, pada taraf signifikansi 5% (signifikan bila p < 0,05 atau t-statistic > 1,96). Hasil pengujian 
disajikan pada Tabel 7. 
 

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis 
Hipotesis Hubungan β t p-value Keputusan 

H1 X1 → Y 0,373 5,045 <0,001 Didukung 
H2 X2 → Y 0,491 5,490 <0,001 Didukung 
H3 Z → Y 0,083 1,771 0,077 Tidak didukung 
H4 X1×Z → Y 0,133 2,335 0,020 Didukung 
H5 X2×Z → Y -0,281 4,962 <0,001 Tidak didukung (arah 

berlawanan) 
Sumber: Hasil bootstrapping SmartPLS 4, 5.000 subsamples (2025) 
 

Implementasi E-Kinerja dan Kompetensi Digital masing-masing berpengaruh positif 
signifikan terhadap Kinerja PNS (H1 dan H2 didukung), dengan Kompetensi Digital sebagai 
prediktor langsung terkuat. Rekognisi Atasan tidak berpengaruh langsung signifikan terhadap 
Kinerja PNS (H3 tidak didukung; confidence interval 95% melintasi nol, yaitu -0,016 sampai 0,170). 
Interaksi Implementasi E-Kinerja dengan Rekognisi Atasan berpengaruh positif signifikan (H4 
didukung), sedangkan interaksi Kompetensi Digital dengan Rekognisi Atasan signifikan namun 
berarah negatif, sehingga H5 sebagai hipotesis directional tidak didukung meskipun efek 
moderasinya terbukti signifikan secara statistik. 
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Analisis Efek Moderasi dan Simple Slope 
Efek interaksi X1×Z→Y (β = 0,133; p = 0,020) bersifat memperkuat. Simple slope analysis 

memperlihatkan bahwa hubungan Implementasi E-Kinerja dengan Kinerja PNS paling curam pada 
kondisi Rekognisi Atasan tinggi (+1 SD), berada di tengah pada kondisi rata-rata, dan paling landai 
pada kondisi Rekognisi Atasan rendah (-1 SD). Pola ini menunjukkan bahwa manfaat peningkatan 
kualitas E-Kinerja terhadap kinerja menjadi lebih besar ketika pegawai juga memperoleh pengakuan 
dan umpan balik yang lebih tinggi dari atasan — mengindikasikan komplementaritas antara sistem 
formal dan praktik kepemimpinan. 

Sebaliknya, efek interaksi X2×Z→Y (β = -0,281; p < 0,001) bersifat memperlemah. Simple slope 
menunjukkan hubungan Kompetensi Digital dengan Kinerja PNS paling curam pada kondisi 
Rekognisi Atasan rendah (-1 SD) dan paling landai pada kondisi Rekognisi Atasan tinggi (+1 SD). 
Koefisien negatif ini tidak berarti rekognisi menurunkan kinerja, melainkan menunjukkan bahwa 
kenaikan kinerja akibat kompetensi digital menjadi lebih kecil ketika rekognisi semakin tinggi. Pola 
ini konsisten dengan mekanisme substitusi sumber daya (resource substitution) atau diminishing 
marginal return: pada kondisi rekognisi rendah, kompetensi digital menjadi pembeda kinerja yang 
lebih dominan, sedangkan pada kondisi rekognisi tinggi dukungan sosial dari atasan turut 
membantu pegawai pada berbagai tingkat kompetensi. 
 

Tabel 8. Ringkasan Efek Moderasi 
Efek Moderasi β p-value Pola Simple Slope Interpretasi 
Z×X1 → Y 0,133 0,020 Slope +1 SD paling curam Memperkuat 
Z×X2 → Y -0,281 <0,001 Slope -1 SD paling curam Memperlemah 

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 4 (2025) 
 

Predictive Assessment (PLSpredict dan CVPAT) 
Pada model item-level, prosedur PLSpredict/CVPAT menghasilkan singular matrix akibat 

ketergantungan linear yang tinggi pada kumpulan indikator, sehingga predictive assessment 
dilakukan pada representasi dimension-composite yang mempertahankan struktur empat konstruk 
utama tanpa menggantikan model item-level untuk pengujian hipotesis. Nilai Q²_predict level 
konstruk pada Kinerja PNS sebesar 0,718 (RMSE = 0,534; MAE = 0,355), menunjukkan adanya 
predictive relevance. Pada tingkat indikator (dimensi), nilai Q²_predict Y_D1, Y_D2, dan Y_D3 
seluruhnya positif, meski Y_D3 menunjukkan kemampuan prediksi yang lebih terbatas. 

Perbandingan CVPAT pada level konstruk menunjukkan PLS loss (0,768) lebih tinggi daripada 
linear model/LM loss (0,634), dengan selisih signifikan (t = 4,070; p < 0,001), yang berarti linear 
benchmark secara statistik lebih unggul dalam prediksi out-of-sample pada level konstruk. Pada 
level indikator, PLS-SEM tidak berbeda signifikan dengan LM pada Y_D1 dan Y_D2, namun LM 
lebih baik pada Y_D3. Dibandingkan Indicator Average sebagai benchmark naif, PLS-SEM 
signifikan lebih baik pada Y_D1 dan Y_D2. Temuan ini tidak membatalkan hasil model struktural, 
karena explanatory adequacy dan predictive superiority merupakan dua aspek yang berbeda: 
model dapat menjelaskan hubungan antarvariabel dengan baik (R² tinggi) tanpa harus mengungguli 
benchmark lain dalam memprediksi observasi baru. 

 
Tabel 6. Ringkasan Predictive Assessment 

Pengujian Hasil Utama Interpretasi 
Q²_predict (konstruk Y) 0,718 Predictive relevance ada 
CVPAT vs Linear Model 
(konstruk) 

PLS loss 0,768 > LM loss 0,634; 
p<0,001 

LM lebih baik 
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CVPAT vs Indicator Average PLS loss lebih rendah pada Y_D1 & 
Y_D2 

PLS-SEM lebih baik dari 
benchmark naif 

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 4 (2025) 
 
Pembahasan 
1. Pengaruh Implementasi E-Kinerja terhadap Kinerja PNS 

Implementasi E-Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja PNS (β = 
0,373; t = 5,045; p < 0,001), sehingga H1 didukung, dengan effect size kecil mendekati sedang (f² = 
0,148). Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas penerapan E-Kinerja mempunyai peran nyata 
dalam menjelaskan variasi kinerja, meski pengaruhnya tidak berdiri sendiri. Selaras dengan hasil 
deskriptif, manfaat E-Kinerja paling kuat dirasakan pada fungsi dokumentasi dan pelaporan 
kinerja, sedangkan stabilitas sistem menjadi aspek yang relatif masih perlu diperbaiki. 

Secara teoretis, temuan ini konsisten dengan model kesuksesan sistem informasi DeLone 
dan McLean, yang menempatkan kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan 
sebagai penentu manfaat penggunaan sistem pada level individu. Dalam konteks penelitian ini, 
E-Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan administratif, tetapi turut membantu 
perencanaan, pemantauan, pelaporan capaian, dan penyediaan bukti kerja. Karena effect size X1 
belum mencapai kategori sedang, peningkatan kinerja tidak cukup dilakukan hanya melalui 
penyempurnaan aplikasi; manfaat sistem perlu didukung kompetensi pengguna dan konteks 
kepemimpinan yang memadai. 

 
2. Pengaruh Kompetensi Digital terhadap Kinerja PNS 

Kompetensi Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja PNS (β = 0,491; t = 
5,490; p < 0,001; f² = 0,225 kategori sedang), sehingga H2 didukung dan menjadikan Kompetensi 
Digital sebagai prediktor langsung paling kuat dalam model. Hasil struktural ini selaras dengan 
temuan deskriptif, di mana Kompetensi Digital memiliki TCR tertinggi (88,52%) di antara seluruh 
variabel, terutama pada aspek pengelolaan dan keamanan data. 

Temuan ini memperkuat konseptualisasi kompetensi digital sebagai kombinasi 
keterampilan teknis dan nonteknis pengelolaan informasi, komunikasi, kolaborasi, pemecahan 
masalah, dan adaptasi teknologi yang diperlukan untuk bekerja efektif di lingkungan 
terdigitalisasi. Ketersediaan sistem yang baik tetap memerlukan pegawai yang mampu 
memanfaatkan teknologi secara efektif, aman, dan adaptif. Perhatian khusus dapat diarahkan 
pada kemampuan evaluasi informasi daring, karena aspek tersebut merupakan capaian relatif 
terendah pada variabel Kompetensi Digital. 

 
3. Pengaruh Rekognisi Atasan terhadap Kinerja PNS 

Pengaruh langsung Rekognisi Atasan terhadap Kinerja PNS tidak signifikan (β = 0,083; t = 
1,771; p = 0,077; CI 95% -0,016 sampai 0,170), sehingga H3 tidak didukung. Hasil ini tidak berarti 
bahwa Rekognisi Atasan tidak penting, melainkan menunjukkan bahwa setelah Implementasi E-
Kinerja dan Kompetensi Digital diperhitungkan secara simultan, variasi Rekognisi Atasan belum 
memberikan tambahan pengaruh langsung yang cukup kuat terhadap Kinerja PNS. 

Posisi Rekognisi Atasan menjadi lebih jelas ketika dua efek interaksi dianalisis: direct effect 
yang tidak signifikan bersamaan dengan interaction effect yang signifikan menunjukkan bahwa 
kontribusi utama Rekognisi Atasan dalam model ini lebih tampak sebagai kondisi kontekstual 
yang mengubah kekuatan hubungan antara faktor digital dan kinerja, bukan sebagai prediktor 
langsung utama. 
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4. Moderasi Rekognisi Atasan pada Hubungan Implementasi E-Kinerja dan Kinerja PNS 
Interaksi X1×Z terhadap Y signifikan dan positif (β = 0,133; p = 0,020; CI 0,003 sampai 0,225), 

sehingga H4 didukung. Rekognisi Atasan memperkuat pengaruh Implementasi E-Kinerja 
terhadap Kinerja PNS. Secara substantif, temuan ini memperlihatkan komplementaritas antara 
sistem formal dan perilaku kepemimpinan: E-Kinerja menyediakan catatan, bukti, target, dan 
evaluasi formal, sedangkan Rekognisi Atasan memberi makna sosial terhadap capaian yang 
tercatat. Ketika informasi E-Kinerja digunakan sebagai dasar pemberian umpan balik dan 
pengakuan, sistem tidak berhenti sebagai kewajiban administratif, melainkan menjadi bagian 
dari proses manajemen kinerja yang lebih bermakna. Meskipun demikian, effect size interaksi ini 
tergolong kecil (f² = 0,026), sehingga kontribusi moderasi perlu diinterpretasikan secara 
proporsional. 

 
5. Moderasi Rekognisi Atasan pada Hubungan Kompetensi Digital dan Kinerja PNS 

Interaksi X2×Z terhadap Y signifikan namun berarah negatif (β = -0,281; p < 0,001; CI -0,384 
sampai -0,164). Karena H5 dirumuskan secara directional bahwa Rekognisi Atasan memperkuat 
hubungan Kompetensi Digital dan Kinerja PNS, H5 tidak didukung meskipun keberadaan efek 
moderasi tetap terbukti signifikan secara statistik, dengan pola memperlemah pengaruh 
marginal Kompetensi Digital terhadap Kinerja PNS. 

Interpretasi yang tepat bukan bahwa Rekognisi Atasan menurunkan kinerja, melainkan 
bahwa tambahan Kompetensi Digital memberikan kenaikan Kinerja PNS yang semakin kecil 
ketika rekognisi semakin tinggi. Pola ini dapat dibaca melalui mekanisme substitusi sumber daya 
atau diminishing marginal return: pada kondisi rekognisi rendah, perbedaan kompetensi digital 
menjadi pembeda kinerja yang lebih besar, sedangkan pada kondisi rekognisi tinggi, dukungan 
sosial dari atasan turut membantu pegawai pada berbagai tingkat kompetensi sehingga 
ketergantungan kinerja pada perbedaan kemampuan digital menjadi lebih kecil. Implikasinya 
perlu dirumuskan secara hati-hati: organisasi tidak seharusnya mengurangi rekognisi bagi 
pegawai berkompetensi digital tinggi, melainkan perlu diferensiasi strategi kompetensi digital 
tetap dikembangkan karena berpengaruh langsung terbesar, sementara rekognisi diberikan 
secara berbasis capaian sebagai sumber daya kontekstual yang melengkapi, bukan 
menggantikan, pengembangan kemampuan individual. 

 
6. Sintesis dan Implikasi 

Secara terintegrasi, model final menjelaskan 79,7% variasi Kinerja PNS. Kompetensi Digital 
merupakan prediktor langsung paling kuat, diikuti Implementasi E-Kinerja. Rekognisi Atasan 
tidak berpengaruh langsung signifikan, tetapi berperan nyata melalui dua pola moderasi yang 
berlawanan arah: memperkuat hubungan E-Kinerja dengan Kinerja PNS, namun memperlemah 
pengaruh marginal Kompetensi Digital terhadap Kinerja PNS. Pola ini menegaskan bahwa 
teknologi, kompetensi individu, dan kepemimpinan tidak bekerja secara terpisah, melainkan 
saling membentuk konteks pencapaian kinerja secara kondisional. 

Predictive assessment memberikan batas tambahan terhadap generalisasi model: nilai 
Q²_predict positif menunjukkan predictive relevance, tetapi CVPAT menunjukkan linear 
benchmark lebih unggul pada level konstruk. Dengan demikian, kekuatan utama temuan 
penelitian ini terletak pada penjelasan hubungan struktural antarvariabel dan pola moderasi, 
bukan pada klaim superioritas prediksi out-of-sample model PLS-SEM. 

Secara manajerial, hasil penelitian mengarah pada tiga prioritas. Pertama, pengembangan 
Kompetensi Digital perlu menjadi prioritas karena merupakan prediktor langsung paling 
dominan, dengan perhatian pada literasi informasi, keamanan data, adaptasi teknologi, dan 
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pemecahan masalah digital. Kedua, kualitas implementasi E-Kinerja perlu diperkuat terutama 
pada stabilitas sistem dan pemanfaatan informasi kinerja, bukan hanya pada kewajiban 
pengisian. Ketiga, Rekognisi Atasan perlu dikaitkan dengan data dan capaian yang tercatat 
dalam E-Kinerja, sehingga umpan balik dan apresiasi menjadi spesifik, konsisten, dan berbasis 
bukti dengan penekanan bahwa rekognisi berfungsi melengkapi, bukan menggantikan, 
pengembangan kompetensi digital pegawai. 

 
Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi E-Kinerja dan Kompetensi Digital 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja PNS di Polda Sumatera Barat. Kompetensi 
Digital merupakan prediktor langsung yang paling kuat. Rekognisi Atasan tidak berpengaruh 
langsung secara signifikan terhadap kinerja, tetapi berperan sebagai moderator dengan dua pola 
yang berbeda: memperkuat pengaruh Implementasi E-Kinerja terhadap Kinerja PNS dan 
memperlemah pengaruh marginal Kompetensi Digital terhadap Kinerja PNS. Model final 
menjelaskan 79,7% variasi kinerja. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan kinerja berbasis 
digital perlu memadukan kualitas sistem, pengembangan kompetensi pengguna, dan praktik 
rekognisi yang tepat. 

Secara praktis, Polda Sumatera Barat perlu memprioritaskan pengembangan kompetensi 
digital, terutama pengelolaan informasi, keamanan data, komunikasi digital, adaptasi teknologi, 
dan pemecahan masalah. Implementasi E-Kinerja perlu diarahkan pada stabilitas sistem, kualitas 
informasi, dan pemanfaatan data kinerja sebagai instrumen manajemen, bukan sekadar kewajiban 
administratif. Atasan langsung perlu memberikan rekognisi yang spesifik, proporsional, dan 
berbasis capaian yang tercatat dalam E-Kinerja. Rekognisi sebaiknya melengkapi, bukan 
menggantikan, pengembangan kompetensi digital. 

Penelitian terbatas pada PNS di Polda Sumatera Barat, menggunakan data persepsi yang 
dikumpulkan pada satu periode, dan model final Kinerja PNS mengikuti indikator yang lolos 
refinement model pengukuran. Penelitian selanjutnya dapat menguji model pada instansi 
pemerintah lain, menggunakan desain longitudinal, serta memasukkan faktor lain seperti 
kepemimpinan digital, motivasi kerja, beban kerja, budaya organisasi, dukungan organisasi, 
kualitas pelatihan, dan karakteristik pekerjaan. 
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